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P E N E T A P A N 

 Nomor 3193/Pdt.G/2024/PA.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Slawi  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  telah  menjatuhkan

penetapan perkara permohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK.  xxxxxxxxxx ,  tempat  tanggal  lahir  Tegal,  23 Agustus 1991

(umur  33  tahun),  agama  Islam,  Pekerjaan  xxxxxx  xxxx,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat  Atas,  tempat kediaman di

Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunia

Elly Masruroh, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kabupaten

Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2024

yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan

Agama Slawi Nomor 1158/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/X/2024 tanggal

29 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir  Tegal,  22 Agustus 1992 (umur 32 tahun),

agama  Islam,  Pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat

kediaman di Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Beni Heriyanto, SH, MH., dan Muhammad

Hidaya  Tulloh,  SH.,  Advokat  yang  berkantor  di

Kabupaten  Tegal  berdasarkan  surat  kuasa  khusus

tanggal  4  November  2024  yang  telah  terdaftar  dalam

buku  register  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Slawi

Nomor 1226/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/XI/2024 tanggal 14

November 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 
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Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024

telah  mengajukan perkara  Cerai  Talak yang  telah  didaftar di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor  3193/Pdt.G/2024/PA.Slw  tanggal  29

Oktober 2024, dengan dalil-dalil  sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  18  September  2016  M,  Pemohon  dengan

Termohon  telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,  Kabupaten

Tegal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0693/092/IX/2016,

tertanggal 18 September 2016 M;

2. Bahwa  sebelum  menikah  Pemohon  berstatus  jejaka  dan  Termohon

berstatus perawan;

3. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Tegal selama

kurang lebih 7 tahun;

4. Bahwa  selama  menikah  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  telah

berhubungan/badadukhul, namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa  semula  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  berjalan

harmonis,  akan  tetapi  sejak  bulan  Juli  2022  rumah  tangga  Pemohon

dengan  Termohon  mulai  goyah  dan  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  disebabkan  karena  Termohon  merasa  nafkah  yang

diberikan  oleh  Pemohon kurang  mencukupi  kebutuhan sehari-hari,  serta

Orangtua  Termohon  selalu  mencampuri  urusan  rumah tangga  Pemohon

dan Termohon, sehingga tiap kali berselisih Termohon meminta cerai;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan

Agustus tahun 2023 yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah orangtua

Pemohon,  sehingga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  berhubungan

layaknya  Suami  Isteri  selama  kurang  lebih  1  tahun  2  bulan  sampai

sekarang;
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7. Bahwa  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus

tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada

kebahagiaan  lahir  dan  batin,  serta  tidak  ada  harapan  untuk  kembali

membina rumah tangga;

8. Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa  Pemohon  mengikuti  administrasi  biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil  diatas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan  Agama  Slawi  berkenan  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Pemohon (PEMOHON) terhadap

Termohon (TERMOHON);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari  dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,  Pemohon

dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah

pihak,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  kemudian   Ketua  Majelis  memerintahkan

Pemohon dan Termohon  untuk menempuh proses mediasi  dengan mediator

Dra. Ulfah akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada siding selanjutnya Pemohon menyatakan sekarang sudah

rukun  kembali  dengan  Termohon, oleh  karena  itu  Pemohon menyatakan

mencabut permohonannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya

telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; 

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  adalah

seperti tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Pemohon  dan  Termohon  menunjuk

kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan

keabsahan  kuasa  hukum  Pemohon  dan  Termohon  dalam  beracara  di

persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kuasa kepada

Yunia Elly Masruroh, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kabupaten Tegal

Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang

telah  terdaftar  dalam  buku  register  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Slawi

Nomor 1158/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan kuasa khusus kuasa kepada

Beni Heriyanto, SH, MH., dan Muhammad Hidaya Tulloh, SH., Advokat yang

berkantor  di  Kabupaten  Tegal berdasarkan  surat  kuasa  khusus  tanggal  4

November  2024  yang  telah  terdaftar  dalam  buku  register  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Slawi Nomor 1226/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/XI/2024 tanggal

14 November 2024;

Menimbang,  bahwa  setelah  meneliti  syarat-syarat  formil  surat  kuasa

khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyumpahan advokat, Majelis Hakim

berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat

formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jis. Pasal 1792 dan

1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga

secara hukum kuasa hukum Pemohon dan Termohon sah (legitimed) mewakili

Pemohon dan Termohon dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,  Pemohon

dan  Termohon telah  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,  kemudian

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau

rukun  lagi  membina  rumah  tangganya,  akan  tetapi  tidak  berhasil.  Dengan

demikian  pemeriksaan  perkara  a-quo  telah  memenuhi  maksud  Pasal  82

Undangundang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
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Menimbang, bahwa sebagaimana  diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah

pula mengupayakan perdamaian melalui  jalan mediasi dengan mediator  Dra.

Ulfah.  Hakim  Pengadilan  Agama  Slawi,  akan  tetapi  upaya  mediasi  melalui

mediator a quo juga tidak berhasil ;

Menimbang,  bahwa  pencabutan  perkara  tersebut  dilakukan  oleh

Pemohon  sebelum  pembacaan  surat  permohonan  Pemohon  atau  sebelum

Termohon menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan

dari pihak Termohon   maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1)

RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan

dan  perkara  dinyatakan  dicabut  sedangkan  pokok  perkara  tidak  perlu  lagi

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  Pemohon

dalam  mencabut  permohonannya,  maka  Majelis  Hakim  tidak  perlu

mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  pencabutan

Pemohon tersebut  maka  diperintahkan  kepada  Panitera  untuk  mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang,  bahwa  meskipun  permohonan  Pemohon  dicabut,  namun

karena  perkara  ini  telah  didaftar  dalam register  perkara  dan  termasuk  dalam

bidang perkawinan,  maka sesuai  Pasal  89 ayat  (1)  Undang-Undang  nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006  dan perubahan kedua  Undang-undang Nomor  50 Tahun 2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada  Pemohon;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat  pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;
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3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian  ditetapkan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan

dengan tanggal 19 Jumadil  Awwal 1446  Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Anas,

M.H  sebagai  Ketua  Majelis,  dan  Drs.  Supangat,  M.H.  serta  Misman  Hadi

Prayitno,  S.Ag.,  M.H  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim Anggota  dan dibantu

oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon

tanpa hadirnya Termohon/Kuasanya. 

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Anas, M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Supangat, M.H. Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Zamroni, S.H.I.
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Perincian Biaya :
1. PNBP

a. Pen

daftaran

: Rp 30.000,00

b. Pan

ggilan

pertama

Pemohon 

: Rp 10.000,00

c.Panggilan

pertama

Termohon 

: Rp 10.000,00

d. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 28.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
    J u m l a h : Rp 173.000,00

         (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. Tokhidin, S.Ag.,M.H.
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